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ABSTRACT

From an Islamic legal perspective, abandoning a newborn baby is forbidden
(haram) and a major sin. This act is considered a serious violation hecause it
violates God's mandate, contradicts Islamic teachings on compassion and
protection for children, and violates the child's right 1o Iife. The problem in this
thesis is how Islamic law regulates the crime of baby abandonment, the factors that
cause the crime of baby abandonment of newborn children, and how the law
enforces the crime of baby abandonment of newborn children according to Islamic
law. The research conducted is a normative study using library research methods
to examine secondary data. The type of data in this study is secondary data. Primary
and secondary legal materials are systematically compiled and analyzed
qualitatively. Islamic law regarding the crime of abandoning a baby is categorized
as a jarimah (crime) which can take the form of neglect or murder, with
consequences of ta'zir punishment (punishment handed over to the ruler) or, in
cases of murder, can be subject o qisas (cquitable punishment) depending on
differences of opinion among scholars. Factors causing the crime of abandoning
newborn baby include shame due to extramarital relationships, psychological
pressure and mental burden, as well as economic and social factors. Pregnancies
outside of marriage often cause the perpetrator to feel immense shame., especially
if there is no support from family o society. In addition, emotional burdens,
economic problems, and unfavorable environmental conditions also play a major
role in this case. Law enforcement against the crime of abandoning a newborn baby
according to Islamic law can be categorized as a crime of murder (jarimah
homicide) if it results in death, or as a harmiess act if the baby is abandoned in a
54 For the perpetrator, the punishment varies depending on the
el atention and the school of thought. If the intention is murder, there

aces\of opinion regarding the punishment of isas or diyat. If the

Jickriot intend 1o ki, they may be subject o ta'=ir punishment.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skirpsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah : “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuangan Anak Baru Lahir Dalam Perspektif Hukum Islam”
Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

Bapak Dr. Dedy Juliandry Panjaitan, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muslin Nusantara Al washliyah Medan.

Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
Ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H  selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan 

Ibu Tri Reni Novita, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

Bapak Dr. Muhammad Hizbullah, SH.I., MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan sekaligus selaku Dosen Pembimbing  yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan wejangan selama proses penulisan skripsi ini.
Bapak Dr. Syahrul Bakti Harahap, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan 
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Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan Sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Amin. Terima kasih.
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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN ANAK 

BARU LAHIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ferdi Handoko
(245114134)
Pembuangan bayi baru lahir dalam perspektif hukum Islam adalah  haram dan dosa besar. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat karena menentang amanah Allah, bertentangan dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan perlindungan terhadap anak, serta melanggar hak hidup anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum Islam terkait tindak pidana pembuangan bayi, bagaimana faktor penyebab terjdinya tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir menurut Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.  Pengaturan hukum Islam terkait tindak pidana pembuangan bayi dikategorikan sebagai jarimah (kejahatan) yang dapat berupa penelantaran atau pembunuhan, dengan konsekuensi hukuman ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada penguasa) atau, dalam kasus pembunuhan, dapat dikenakan qisas (hukuman setimpal) tergantung pada perbedaan pendapat ulama.  Faktor penyebab terjdinya tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir adalah  malu karena hubungan di luar nikah, tekanan psikologis dan beban mental, serta faktor ekonomi dan lingkungan sosial. Kehamilan di luar nikah sering kali menyebabkan pelaku merasa malu yang sangat besar, terutama jika tidak ada dukungan dari keluarga atau masyarakat. Selain itu, beban emosional, masalah ekonomi, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung juga berperan besar dalam kasus ini. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir menurut Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai kejahatan pembunuhan (jarimah pembunuhan) jika menyebabkan kematian, atau sebagai tindakan yang tidak membahayakan jika bayi dibuang di tempat yang aman. Terhadap pelaku, hukumannya bervariasi tergantung niat pelaku dan mazhabnya. Jika niatnya membunuh, ada perbedaan pendapat mengenai hukuman qishas atau diyat. Jika tidak berniat membunuh, pelakunya dapat dikenai hukuman ta'zir
Kata Kunci: Pembuangan, Anak, Hukum Islam
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.
 Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak bayi dalam kandungan lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sejarah kemanusiaan, tidak sedikit yang mencatat kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Hal ini terbukti dengan lahirnya naskah-naskah keuniversalan dan keasasian beberapa hak yang mengandung inti yang sama yaitu manusia tidak ingin dirampas hak asasinya. Namun, hak asasi bangsa Indonesia yang dikenal dalam kehidupan masyarakat tidak hanya menonjolkan hak-haknya saja sebagai hak individu yang dituntutnya melainkan harus dipenuhi pula kewajiban-kewajibannya. Sebenarnya masyarakat  Indonesia telah lama mengenal hak asasi yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia juga mempunyai perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia yang pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak individu.

Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Sedangkan seorang ibu adalah sosok yang penuh kasih sayang, apapun dikorbankan demi anak buah hati. Tetapi sekarang ini berita-berita tentang ditemukannya bayi baru lahir dalam keadaan meninggal yang dimasukan dalam tas platik sering dimuat di media masa.

Pembuangan  bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.

Pembuangan bayi baru lahir dalam perspektif hukum Islam  adalah tindakan yang haram dan merupakan kejahatan besar (jarimah) karena melanggar prinsip-prinsip dasar Islam mengenai perlindungan nyawa dan kemanusiaan. Islam melarang tindakan membuang bayi, dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan pembunuhan jika bayi meninggal dunia, atau sebagai tindakan kejahatan lain dengan hukuman ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan) jika bayi ditemukan dalam keadaan hidup.

Tindakan membuang anak masuk dalam pembahasan fiqih jinayah, yaitu cabang ilmu hukum Islam yang membahas kejahatan. Hukum Islam membedakan dua kategori utama dalam kasus ini: 

Pembuangan bayi yang tidak berniat membunuh. Jika bayi ditinggalkan di tempat yang relatif aman untuk diselamatkan, maka pelakunya dapat dikenai hukuman ta'zir, yang merupakan hukuman tambahan untuk memperbaiki dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 
Pembuangan bayi yang berujung pada kematian. Jika bayi dibuang dengan tujuan membunuh atau ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan pembunuhan (qatl).  Dalam kasus pembunuhan anak kandung, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumannya: 
Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia. Membuang bayi sama dengan merendahkan dan mengabaikan nilai kehidupan yang harus dilindungi dan dirawat. Tindakan ini juga merupakan bentuk pengabaian terhadap kehormatan dan kemanusiaan, terutama bagi bayi yang tidak berdosa dan rentan. 

Islam menekankan kewajiban orang tua untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka. Membuang anak berarti mengabaikan tanggung jawab ini.  Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang secara eksplisit menyebutkan "membuang anak", hukum Islam mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan yang wajib dihukum. Hukuman ini bervariasi tergantung pada niat dan kondisi bayi saat ditemukan. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan mendidik masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama

Disamping alasan tersebut ada motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak, oleh karena anak tersebut adalah anak sebagai hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan. Selain alasan itu adalah saat dilakukan tindakan menghilangkan nyawa si anak, yaitu pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian yang dalam hal ini patokannya adalah sudah ada atau belum ada tanda- tanda perawatan, dibersihkan, dipotong tali pusatnya, atau diberi pakaian. Saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu dimana selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar serta perhitungan yang matang. 

Dengan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuangan Anak Baru Lahir Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Perumusan Masalah


Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah  sebagai berikut :

Bagaimana pengaturan hukum Islam terkait tindak pidana pembuangan bayi ?
Bagaimana faktor penyebab terjdinya tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir ?
Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir menurut Hukum Islam ?
Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaturan Hukum Islam terkait tindak pidana pembuangan bayi.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjdinya tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir.
Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir menurut Hukum Islam.
Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.
Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir 
Secara Praktis :

Untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pembunuhan terhadap anak yang baru lahir.

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang hukum

Perbuatan yang dapat dihukum

Perbuatan pidana

Peristiwa pidana

Tindak pidana.

Delik (berasal dari bahasa Latin delictum).

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang  bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
 Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana  tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan  strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
 Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang suah ada dalam KUHP sebelum perbuatan itu dilakukan.
 

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Menurut Tongat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan  masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa  pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Lingkungan dan pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Layaknya orang dewasa anak-anak pun mempunyai hak, diantaranya hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak. 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. 

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. 

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seseorang anak. Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maulana Hassan Madong  menyatakan "pembicaraan tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan  perilaku anak  nakal, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia".

UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  dalam Pasal  1  ayat (1) merumuskan bahwa  anak  adalah  orang dalam  perkara  anak nakal yang telah mencapai  umur  8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan  belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi  dengan umur  antara delapan tahun sampai berumur 18 tahun.  Sedangkan  syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat  dalam  perkawinan  ataupun  pernah  kawin   dan kemudian  cerai. Apabila si anak sedang  terikat  dalam perkawinan  atau perkawinannya putus  karena perceraian, maka  si  anak dianggap sudah  dewasa  walaupun  umurnya belum genap 18 tahun.

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :

Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, batasan umur anak berkaitan dengan konsep  baligh (dewasa) yang ditandai dengan mimpi basah (laki-laki) atau menstruasi (perempuan), tetapi ada perbedaan pendapat ulama mengenai batasan usia pasti untuk kecakapan hukum. Mayoritas ulama menetapkan batas minimal bagi anak untuk bisa memilih pengasuh jika terjadi perceraian adalah 7 tahun (mumayyiz), namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) batasnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. 
Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa usia mumayyiz (mampu membedakan) dimulai dari sekitar usia 7 tahun. Pada usia ini, anak sudah dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu jika orang tuanya bercerai. Ada pendapat yang menyamakan batasan mumayyiz antara laki-laki dan perempuan, yaitu 7 tahun, meskipun ulama lain ada yang menetapkan usia yang berbeda-beda (misalnya 9 tahun untuk perempuan dan 12 tahun untuk laki-laki). 
KHI menetapkan batasan usia 12 tahun sebagai batas untuk anak laki-laki dan perempuan yang sudah mumayyiz. Setelah usia 12 tahun, anak memiliki hak untuk memilih sendiri siapa yang ingin diasuh (ayah atau ibu) jika orang tuanya berpisah
Pembuangan Anak Baru Lahir
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembuangan memiliki beberapa arti yaitu proses, cara, perbuatan membuang, dapat juga diartikan sebagai tempat untuk membuang. Namun dalam penelitian ini pembuangan dimaknai sebagai perbuatan membuang. Adapun bayi merupakan istilah yang digunakan untuk anak yang berumur kurang dari dua belas bulan setelah dilahirkan. Jadi dalam penelitian ini pembuangan bayi dimaknai dengan perbuatan membuang anak yang berusia kurang dari dua belas bulan. 

Tindak pidana pembuangan bayi merupakan suatu tindakan membuang bayi yang dilakukan seorang individu atau lebih. Tindakane ini dapat berupa menelantarkan atau meninggalkan bayi disuatu tempat dengan tujuan untuk melepaskan diri dari pada tanggungjawab terhadap bayi tersebut. Pembuangan bayi sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan. Suatu perbuatan akan dikatakan suatu tindak pidana pembuangan bayi apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur tindakan tersebut.

Dalam konsepsi hukum islam anak merupakan anugrah sekaligus amanah dari Allah SWT. Sebagai amanah, anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Selain menjaga, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pendidikan, serta perhatian kepada anak terutama bagi anak yang tengah dalam masa pertumbuhan yang membutuhkan bimbingan.
Salah satu kewajiban orang tua kepada anak menurut ajaran Islam adalah kewajiban mengasuh anak. Sesaat setelah dilahirkan anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya, seperti mendapatkan perhatian untuk mengurus makanan dan kebersihan anak pada masa sebelum menjinjak dewasa. Artinya dalam hal ini bayi termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima pengasuhan tersebut.

Berkenaan dengan hak anak atas pengasuhan dan perawatan terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di mana Rasulallah SAW bersabda : “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak mengenal hak yang lebih besar” (H.R.Abu Dawud). Sehingga tindakan membuang bayi merupakan suatu kezhaliman karena seseorang melakukan tindakan di mana menyakiti yang lemah padahal seharusnya dijaga dan dilindungi. 

Dalam peraturan perundang-undangan memang tidak disebutkan dengan jelas dengan kata “pembuangan bayi”, namun bukan berarti seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan pembuangan bayi dapat lolos dari jerat hukum. Tindakan pembuangan bayi merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Oleh karena itu, pengaturan terkait tindakan pembuangan bayi dapat kita temukan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun pengaturan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP).

Adanya hak asasi manusia dan kewajiban untuk menjunjung tinggi, menghormati serta melindunginya, nyatanya diiringi dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut. Meski telahdiadakan deklarasi dan berbagai konvensi hak asasi manusia tidak dapat dipungkiribahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih banyak terjadi.

Tindakan pembuangan bayi kerap kali disama artikan dengan tindakan penelantaran anak. Meski sekilas sama dari segi pelepasan kewajiban serta tanggung jawab yang diemban pelaku. Namun keduanya memiliki perbedaan, yakni pada penelantaran anak tindakan biasanya dipicu oleh faktor ekonomi yang sulit atau yang sedang tidak stabil hingga faktor rendahnya tanggung jawab pelaku terhadap perawatan serta pengasuhan anak. Sedangkan dalam pembuangan bayi faktor ekonomi bukanlah faktor yang menonjol.  Adapun faktor menonjol yang mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut adalah faktor berupa tekanan psikologi berupa rasa takut atau tekanan dari tanggungjawab serta masalah dari segi lingkungan sosial masyarakat.

Pembuangan bayi termasuk ke dalam salah satu bentukpenelantaran anak, akan tetapi penelantaran anak tak melulu harus berupa pembuangan bayi atau anak karena penelantaran memiliki cakupan yang lebih luas

Dalam hukum Islam, tindakan membuang bayi baru lahir dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana pembunuhan (jarimah qatl) jika bayi meninggal, atau sebagai tindak pidana lain jika bayi ditemukan dalam keadaan selamat namun terlantar. Pelaku dapat dikenakan sanksi ta'zir (hukuman yang ditentukan syari'at), dan jika meninggal, dapat dikenakan hukuman qishas (pidana setimpal) atau diyat (denda) untuk mengganti nyawa, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai apakah orang tua dapat diqishas.

Pertanggungjawaban Hukum Ibu Yang Membuang Bayi 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban.Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.
 Dengan demikan, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif 

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainya.
 Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. 

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. 

Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. 
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menetukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.
 Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.
 Perusakan gedung dan fasilitas Rutan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. 

Hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.
 Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana

Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana  tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukanya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.
 

Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.
 

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder shculd). 

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak perusakan gedung dan fasilitas Rutan, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

Melakukan perbuatan pidana;

Mampu bertanggung jawab;

Dengan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa).
Tidak danya alasan pemaaf.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; 

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan.

Menurut sistem ini, jika tabib (psychiater) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (insane) atau tak sehat pikirannya (unsound mind), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan dengan sistem deskriptif (menyatakan). 

Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Di sini hakimlah yang menentukan.

Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menentukan sebab-sebab penyakit, dan jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya (deskriptif normatif).

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. 

Kasus pembuangan bayi bukan hanya terjadi kali ini saja, akan tetapi sudah banyak kasus yang sama, dan terjadi diberbagai daerah. motif dari pembuangan bayi ini diantaranya adalah karena malu bayi tersebut hasil dari hubungan di luar nikah, karena hasil dari perselingkuhan atau hubungan gelap, karena tidak ada pertanggngjawaban dari pihak lelaki, karena himpitan ekonomi, karena masalah kejiwaan pelaku, akibat adanya tekanan psikologis, dan kurangnya pengamalan dan pemahaman akan nilai-nilai agama yang dianut, dan lain-lain.

Apapun yang menjadi motif pembuangan bayi jelas tidak dibenarkan dan telah melanggar hak asasi manusia, karena anak sejak masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Kasus pembuangan bayi yang banyak terjadi sperti meletakkan dan meninggalkan bayi tetap dalam keadaan hidup, ada juga bayi yang ketika dilahirkan kemudian ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya bayi tersebut mati, ada yang juga melalui jalan aborsi kemudian membuang jasad bayinya kesuatu tempat, ada juga yang ketika bayi lahir sang ibu langsung membunuhnya dan membuangya. Kasus seperti ini tentu lebih disebabkan karena adanya masalah kejiwaan atau psikologis pelaku, dan keimanan pelaku.

Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang bertentangann dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan merupakan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, secara khusus dapat di tuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan secara umum pelaku pembuangan bayi bisa dituntut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait dengan kasus seorang ibu yang melakukan pembuangan bayi dengan cara meletakkan dan meninggalkan bayinya dalam keadaan hidup, maka pelaku atau ibu yang meletakkan dan meninggalkan bayi tersebut secara umum dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Dan pada Pasal 306 ayat (1) Jika dari perbutan tersebut mengakibatkan bayi luka berat, maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan pada Pasal 306 ayat (2) jika mengakibatkan bayi mati, maka pelaku pembuangan bayi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. dan Pada Pasal 307 pidana ditambah sepertiga jika pembuangan bayi tersebut dilakuan oleh orang tuanya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.
 Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, dan menganalisisnya  serta kemudian menginterprestasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti..

Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.
  Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sumber data


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:
Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis Data 

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum  Islam Terkait Tindak Pidana Pembuangan Bayi 

Pembuangan bayi dalam hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang keras dan termasuk dalam kategori dosa besar (jarimah), terutama jika menyebabkan kematian, karena bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan atau penelantaran anak. 
Islam secara tegas melarang segala bentuk penganiayaan, penelantaran, apalagi pembunuhan terhadap anak, baik yang sudah lahir maupun janin. Praktik keji seperti mengubur hidup-hidup bayi perempuan ( wa'd al-banat ) yang marak di masa Arab Pra-Islam (Jahiliyah) dihentikan secara total oleh ajaran Al-Qur'an. 
Tindak pidana pembuangan bayi dibahas dalam Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam) karena memenuhi unsur kejahatan terhadap sesama manusia. 
Jika bayi meninggal dunia.
Tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan (qatl). Hukumannya sangat berat, dapat berupa qisas (hukuman setimpal), meskipun dalam beberapa mazhab, orang tua yang membunuh anaknya tidak dijatuhi qisas, melainkan ta'zir yang berat (hukuman diskresioner oleh hakim). Pelaku juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan Al-Qur'an menegaskan konsekuensi berat bagi pembunuh, termasuk murka dan laknat Allah serta azab neraka Jahannam yang kekal.
Jika bayi selamat (penelantaran)
Tindakan ini termasuk penelantaran anak dan kegagalan orang tua dalam melaksanakan kewajiban fundamentalnya (hadanah) untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan memenuhi hak-hak anak. Hukumannya adalah ta'zir (sanksi yang ditetapkan oleh penguasa/hakim, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman fisik ringan, tergantung kebijakan pemerintah yang berwenang). Penelantaran anak adalah perbuatan dosa besar yang dilarang keras. 
Orang tua memiliki tanggung jawab suci dalam Islam untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Membuang bayi adalah pengkhianatan terhadap amanah tersebut.  Di Indonesia, hukum positif juga mengatur hal ini dengan tegas, di antaranya melalui UU Perlindungan Anak dan pasal-pasal KUHP terkait penelantaran atau pembunuhan anak, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan syariah

Membuang  bayi  dalam Islam adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan pada perlindungan hak hidup setiap manusia, terutama anak-anak, dan kewajiban orang tua untuk mengasuh serta bertanggung jawab penuh atas keturunannya. 

Pembuangan bayi dianggap sebagai tindakan zalim dan pelanggaran serius terhadap perintah Allah SWT. Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan anak, termasuk karena alasan kekhawatiran finansial. Setiap anak yang dikandung berhak untuk hidup, dan semua kehidupan dianggap suci dalam Islam. Membuang atau menelantarkan anak melanggar hak asasi fundamental ini.

Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Menelantarkan anak tanpa sebab darurat adalah perbuatan tercela dan haram. Perbuatan ini dipandang memiliki konsekuensi dosa yang luar biasa dahsyat di hadapan Allah SWT.
Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tindakan membuang anak dapat dikategorikan sebagai kejahatan (jarimah) yang dapat dikenai sanksi. Jika pembuangan bayi tersebut dilakukan dengan maksud membunuh atau mengakibatkan kematian, maka hukumannya bisa lebih berat, tergantung niat dan akibat yang ditimbulkan.  Secara keseluruhan, Islam mendorong umatnya untuk menyayangi seluruh makhluk ciptaan Allah, terutama anak-anak sebagai amanah dan karunia dari-Nya
Tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung dalam pasal 308 KUHP, pelakunya adalah perempuan (Ibu), yang dalam istilah fiqih jinayah disebut jaaniah, Sedangkan orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si jaaniah atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai mujnaa alaih atau korban, yang dalam hal ini adalah anak kandungnya sendiri.

Ciri yang paling utama dari membuang anak oleh ibu kandung dalm pasal 308 KUHP adalah adanya niat jaaniyah membuang anaknya dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawab yang harus dilaksanakannya sebagai orang tua. Kemudian mengabaikan anaknya dengan jalan membuangnya.

Maksud dari Jaaniyah tersebut telah mengakibatkan kemadharatan, bahkan telah mengakibatkan kematian, Disamping itu maksud tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan hak anak yang harus didapatkan dari ibunya yang tercantum dalam nash yang merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan ibu. Salah satunya adalah hak mendapatkan AS1 (Air Susu Ibu) hal ini diatur berdasarkan nash dalam surat Al-Baqarah ayat 233 : “Para ibn hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagiyang ingin menyempurnakan penyusuan ”.

Hak anak yang lain adalah, mendapatkan pendidikan yang baik yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Hal ini termuat dalam sebuah hadits dari Ayyub Musa yang mengetengahkan hadits ini melalui ayahnya yang ia terima dari kakeknya, bahwa Nabi saw, pernah bersabda: “Tiada suatu pemberian pun yang dihadiahkan oleh orang tua kepda anaknya lebih utama dari pendidikan yang baik (Hadits riwayat Titmidzi. ”

Pendidikan yang baik artinya, hendaknya orang tua mengajarkan kepada anaknya cara makan, cara minupi, cara bermuamalah dengan orang lain, cara mencari kehidupan, dan cara bergaul dengan mereka. Orang tua pun harus mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang wajib atas diri anak terhadap tuhannya dan terhadap makhluk-Nya.

Hak yang paling besar yang harus didapatkan oleh anak, dan merupakan tanggungjawab orang tua terrpasuk ibu, adalah hak mendapatkan kasih sayang, Karena suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk saling menyayangi, Seperti hadits yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Amr ra, bahwa Nabi pernah bersabda: “Orang-orang yang berbelaskasihan dibelaskasihani oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Berbelaskasihanilah kalian terhadap penduduk bumi yang dilangit akan berbelaskasihan kepada kalian”

Tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung telah mengakibatkan banyaknya anak yang terlantar, bahkan sampai ada yang meninggal. Berdasarkan hal inilah Tindak Pidana membuang anak masuk ke dalam ketentuan pembahasan fiqh Jinayah. Hal tersebut didasarkqn, “di dalam fiqih jinayah setiap perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggarap atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, dibahas dalam fiqh jinayah”

Alasan lain yang menjadi dasar bahwa tindak pidana membuang anak masuk ke dalam pembahasan fiqh jinayah yaitu karena hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikqtegorikan sebagai jarimah (kejahatan) yaitu :

Adanya Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya “unsur Formil” (rukun Syar’i). Dalam nash tidak disebutkan tentang hukuman bagi orang yang membuang anaknya. 

Kedudukan anak adalah amanat dari Allah yang harus dijaga. Hal itulah yang dikemukakan oleh sebagian ularna dalam Durrotun Nasihin halaman 634. Dalam hal ini Al-Qur’an menjelaskan bahwa anak adalah amanat dari Allah yang harus dijaga berdasarkan pada surat At-Tahrjm ayat 6: “Hai orang-orang beriman jagqlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka... ”

Ayat diatas memakai kalimat perintah  yang memiliki arti (jagalah) yang mempunyai makna perintah hal ini menunjukan kewajiban untuk seseorang menjaga keluarganya. Karena pada dasamya apa yang diperintahkan Allah itu adalah suatu kewajiban. 

Mayoritas ulama Hanafiah, Syafi’iah dan para Muhadditsin menyatakan bahwa perintah pada sesuatu berarti melarang untuk tidak melaksanakan perintah tersebut, hal ini didasarkan kaidah: “Sesungguhnya perintah pada sesuatu berarti melarang atas kebalikannya”.

Sebab adanya perintah ijntuk menjaga keluarga adalah sebagai amanat, maka Allah Swt telah melarang hamba-Nya untuk tidak menjaganya, atau mengkhianati apa yang diamanatkan-Nya, hal ini didasarkan kepada surat Al-Anfal:27, yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. ”

Maksud ayat ini adalah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dengan mepganggap sepi fardhu-fardhu yang disyariatkan-Nya, atau melanggar batas-batas-Nya. Menerjang hal-hal yang Dia suruh untuk menghormatinya. Dan janganlah kamu mengkhianati Rasul dengan tidak menyukai keterangan yang dia sampaikan mengenai kitab Allah, justru yang kamu sukai keterangan mengenai hawa nafsumu sendiri.

Tindak pidana membuang anak disisi lain ada maksud ibu untuk memutuskan hubungan dengan anaknya. Hubungan dalam Islam dikenal dengan silaturahhim. Dalam Istilah hukum Islam yang dimaksud dengan kata ar-rahim ialah hubungan kekerabatan. Pengertian ini lebih umum karena menyangkut ushul (orang tua), al-furu (anak), dan kaum kerabat, baik yang dekat atau jauh.

Mengenai ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan (silaturrahim) sebagaimana hadits berikut, bahwa Nabi saw pernah berabda: Allah swt berfirman, Akulah Allah, dan Aku-lah Tuhan Yang Maha Pemurah, Aku telah menciptakan rahim dan menamakannya dengan sehagian dari asma-Ku. Barang siapa yang memutuskannya, Aku pun akan memutuskan hubungan dengannya (Riwayat Turmudzi dan Abu Daud).

Jubair ibnu Muth’im mpnceritakan hadits berikut, bahwa Nabi saw, pernah bersabda: “Tidak akan masuk surga orangyang memutuskan silaturahmi”. Hal ini jika orang yang bersangkutan menganggap halal perbuatannya, padahal ia mengetahui bahwa hal itu diharamkan. Maksudnya ialah bahwa ia tidak dapat masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu memasukinya, atau merupakan peringatan dan ancaman agar hal tersebut tidak dilakukan.

Membuang anak oleh ibu hukumnya terlarang dalam Islam karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan diatas. Dan juga janiyah dalam perbuatan ini telah meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan hal ini termasuk dalam cakupan pembahasan fiqh jinayah karena perbuatan jahat (jarimah) bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai kejahatan kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.

Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik  berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, unsur materiel (rukun maddi). Tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung termasuk kedalam tindak pidana dengan sikap tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban ibu yaitu menjaga dan mengurus amanat dari Allah, dan amanat itu adalah anaknya.

Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya  unsur moril (rukun adabi).

Janiyah (ibu) dalam hal ini adalah seseorang yang dipandang sudah dewasa menurut Islam, karena sudah menikah melahirkan dan pastinya sudah mengalami haidl yang merupakan salah satu syarat dalam Islam agar wanita dapat disebut telah dewasa.

Apabila tindak pidana membuang anak dilihat dari segi bentuk-bentuk jarimah (kejahatan) yang ada dalam fiqh jinayah maka apabila dilihat dari pelaksanaannya tindak pidana membuang anak termasuk ke dalam Jarimah bentuk campuran dari jarimah ijabiyyah dan salabiyyah (pasif), atau disebut jarimah taga’u bi thariq al-salab atau dalam hukum pidana disebut delict comrnisionis perommisionem commisa. Jarimah ini dapat terjadi bila ada perbuatan dan pengabaian dalam hal ini jaaniyah tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu kemudian mengabaikan anaknya dengan jalan membuangnya.

Dilihat dari Niatnya termasuk ke dalam Jarimah sengaja (jara-im maqsudah). Dikarenakan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh ibu untuk membuang anaknya agar lepas tanggungjawab untuk mengurusnya. Dilihat dari obyeknya termasuk kepada Jarimah perseorangan. Hukuman yang dijatuhkan disini adalah untuk melindungi hak perseorangan yaitu korban (anak).

Dilihat dari motifnya termasuk dalam Al-jarimah al-adiyah (biasa). Dalam tindak pidana ini ibu tidak memiliki maksud politik untuk mengganggu kestabilan negara. Dilihat dari bobot Hukumannya termasuk ke dalam Ta’zir, hal ini dikarenakan hukumannya tidak ditentukan dalam nash (al-qur’an dan al-sunah).
Faktor Penyebab Terjdinya Tindak Pidana Pembuangan Bayi Terhadap Anak Yang Baru Lahir 
Kejahatan pembuangan bayi menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Pembuangan bayi merupakan bagian dari kejahatan atau tindak pidana, maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pelakunya harus mendapatan sanksi pidana, hal ini dilakukan demi menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Implementasi terhadap penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem sehingga dapat menghasilkan kesadaran hukum yang tinggi dalam rangka mewujudukan Indonesia sebagai Negara hukum.

Perbuatan pembuangan bayi selain dilarang oleh agama, juga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap prikemanusiaan, karena telah melanggar hak hidup seseorang yang tidak berdosa. Adanya regulasi yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak tersebut di atas dimaksudkan tidak lain agar kejahatan terhadap anak dapapat diminimalisir, namun fakta yang terjadi tidak demikian, kasus kejahatan terhadap anak tetap terjadi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Terjadinya tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir dalam Islam disebabkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal antara lain adalah :

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu, terbagi kedalam dua faktor yaitu:

Faktor intern yang bersifat khusus :

Sifat khusus dalam diri individu adalah keadaan fsikologis diri individu, masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seorang individu dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Biasanya ada 4 (empat) sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu :

Sakit jiwa. Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecendrungan untuk bersikap antisosial. Sakit jiwa ini disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mugkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecendrungan untuk melakukan penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan itu berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya. Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terkena penyakit jiwa menurut hukum tidak dikenai sanksi, tetapi ia segera diamankan atau dirawat dirumah sakit jiwa.

Daya emosional

Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangn ini mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika seseorang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat

Rendahnya mental

Rendahnya mental ada hubungannya dengan intelegensia. Jika seseorang mempunyai intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang memiliki intelegensia rendah, maka ia mempunyai kecendrungan rendah pula mentalnya. Dalam keadaan rendahnya mental orang itu akan semakin jauh dengan masyarakat umum, kemudian semakin lama ia akan semakin tertekan. Segala kehendak sulit dicapai. oleh karena semakin tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya, maka ia cenderung untuk mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum. dan memiliki kemungkinan menyimpang dari hukum.

Anomi (kebingungan)

Ukuran seseorang akan menjadi anomi adalah, jika seseorang berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pemah dialaminya. Ketika ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-eara yang baru pula. Masa anomi akan terjadi jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sementara hal-hal yang baru yang belum dikuasai atau didapatnya, sehingga orang akan kehilangan pegangan. Pada saat orang kehilangan pegangan, maka disaat itu pula ia akan merasakan suatu krisis, rawan, dan mudah sekali terpengaruh. Dengan kata lain. Perbuatan orang sedang dalam anomi sedikit-banyak mempunyai kecendrungan untuk melakukan kejahatan, maka oleh karena itu anomi dapat dianggap sebagai suatu penyebab timbulnya kriminalitas.

Faktor sifat umum dalam diri indiyidu

Sifat umum dikategorikan beberapa macam, yaitu:

Umur: Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya

Sex: Hal ini berhubungan dengan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita maka kemungkinan untuk berbuat kejahtan lebih besar (kejahatan umum, bukan khusus).

Kedududkan individu dalam masayarakat

Pendidikan individu: hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.

Masalah rekreasi atau hiburan individu. Walaupun kelihatannya sepele hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan, sebab, sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahtan-kejahatan didalam masyarakat.

Faktor ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri manusia (ekstem). Terutama hal-hal yang berhubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar diri individu ini, kurang lebih meliputi hal-hal berikut:

Perzinahan
Banyak faktor penyebab membuangan anak tetapi yang paling banyak menyebabkan tindak pidana tersebut adalah hubungan gelap atau hubungan diluar nikah. Kelahiran si anak yang ditolak adakalanya semasih janin, yaitu dengan pengguguran, tetapi mungkin juga dengan perbuatan terkutuk, membuang  bayi ketika masih hidup atau mati karena tangannya sendiri

Seseorang yang hamil akibat zina seringkali merasa malu dan takut ketahuan, sehingga memilih untuk membuang bayinya demi menutupi kesalahannya.
Kemiskinan dan ketakutan tidak mampu
Orang tua khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara materi maupun pengasuhan.
Lemahnya pendidikan agama
Minimnya pemahaman agama dapat membuat seseorang tidak menyadari bahwa membuang bayi adalah dosa besar, sehingga lebih mudah terjerumus pada perbuatan tersebut.

Pengaruh pergaulan bebas
Pergaulan bebas di kalangan remaja dapat memicu kehamilan di luar nikah, yang kemudian berujung pada pembuangan bayi.
Kurangnya dukungan keluarga
Ketika orang tua tidak mendapatkan dukungan atau perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, mereka mungkin merasa terpojok dan mengambil keputusan drastis.

Ketidakmampuan mental dan fisik
Ada juga kasus di mana orang tua memiliki keterbatasan fisik atau mental yang membuat mereka merasa tidak sanggup mengasuh anak. 

Faktor Ekonomi

Untuk dapat memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya kriminalitas, maka dapat dirinci atas beberapa bagian, yaitu :

Tentang perubahan-perubahan harga: dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung. Dalam hal ini, jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat.

Pengangguran, bisa juga rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk, dan lain- lainya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk ekonomi.

Urbanisasi. Dinegara yang sedang berkembang, banyak terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat, salah satu perubahan itu adalah urbanisasi. Urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk, terutama di Indonesia dimaksudkan untuk memperbaiki nasib atau mengubah penghidupan agar lebih baik daripada sebelumnya.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi Terhadap Anak Yang Baru Lahir Menurut Hukum Islam

Sebenarnya Islam telah menetapkan hukum dan peraturan dalam sema hal berkaitan dengan kemanusia. Dalam hal kaitan dengan kasus pembuangan bayi dilihat dua maksud yaitu pertama pembuangan bayi di tempat selamat dan menunjukan tujuan tidak membunuh. Dan yang kedua bertujuan untuk membunuh atau mempunyai maksut untuk membunuh. Dalam hal ini keduaduanya hukumnya haram dalam Islam karena jasad yang hidup dan memerlukan kelangsungan kehidupan. Dan jika anak yang terlantar ini ditemukan maka hukumnya fardu khifyah dan wajib diselamatkan baik dalam posisi hidup atau sudah mati. Kepada pelaku yang membuang bayi atau ibu atau keluarga yang akan dikenakan hukuman yang setimpal atas perbuatanya.
Pembuangan bayi adalah tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi dan akan dikenai sanksi tegas oleh negara. Hal ini didasarkan pada larangan keras terhadap pembunuhan dan pembuangan anak. Pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal, terutama dalam hukum positif seperti KUHPidana dan UU Perlindungan Anak, serta pertimbangan hukum Islam mengenai dosa dan sanksi duniawi. 
Islam secara tegas mengharamkan tindakan pembuangan bayi karena merupakan dosa besar. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ini adalah tindakan keji yang menentang akal dan syariat. Selain sanksi akhirat, Islam juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan ini.

Pelaku tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir menurut Hukum Islam haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hukuman dalam istilah Arab sering disebut ‘Uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatanya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. 

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’. Tujuan hukuman dalam hukum Islam adalah sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahaan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadaratan 

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhnya unsur, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan ihtiyat, bahkan hakim dalam Islam menegakkan dua prinsip:

Hindari hukuman had dalam perkara yang mengandung hukum subhat.

Seseorang imam atau hakim lebih baik salah memaaafkan dari pada salah memberikan hukuman.

Ulama fiqih mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindakan harus memenuhi syarat yaitu:

Hukum itu disyar’iatkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari’at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas. Hukum Islam mengenal asas ini secara Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh terlibat dalam tindak pidanaa yang dilakukan oleh seseorang. subtansi sebagaimana disebutkan dalam  Surat Al-Baaqarah ayat 286 yang artinya : “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuanya”. Berdasakan ketentuan dari ayat-ayat yang diantaranya surat Al-Baqarah, para ahli hukum merumuskan kaidah yang dimbil dari subtansi ayat-ayat tersebut yaitu tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.
Hukuman yang sifatnya universal dan berlaku bagi seseluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam jarimah qisas, bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman pula.

Hukuman dalam hukum Islam dapat dikelompokan beberapa jenis, yaitu:

Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat  macam

Hukuman pokok, yaitu hukuman yang ditetapkan secara definitive, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqih jinayat hukuman disebut dengan jarimah hudud.

Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang syah. Seperti qishas diganti dengan diyat, dan diyat dinganti dengan memaafkan.

Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku qazf, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewaris hilang.

Hukuman pelengkapan, yaitu hukuman tambahan pokok dengan melalui kepitusan hakim tersendir, misalnya pencuri selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkan tanganya di leher.

Hukuman dilihat dari keweangan hakim dalam memutus perkara, ada dua macam yaitu:

Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, tidak batas tertinggi atau terendah.

Hukuman yang memiliki alternative untuk dipilih.

Hukuman dari segi obyeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

Hukuman jasmani

Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

Hukuman benda, dengan ganti rugi, diyat dan penyitaan barang.

Dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam Islam terkenal dengan dua teori yaitu teori absolut dan teori relatif Teori hukum mutlak menurut hukum Islam sama dengan jarimah hudud (hukum pasti) dan teori relatif sama dengan hukum ta’zir.

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu:

Jarimah Hudud
Hudud adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumnya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (uli amri). Para ulama sepakat bahwa katagori dari jarimah hudud yaitu zina, qazf (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamun (hirabah), pemberontakan, minum-minuman keras dan raiddah (murtad).
Jarimah Qisas Diyat

Jarimah Qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia (individu). Dan adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut: Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Adapun arti Qishash secara terminology yang dikemukakan oleh Al_Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Menurut Al-Mu’jam Al-wasit Qishash diarikan dengan penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persisi dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Adapun ciri hasnya jarimah qishash dan diyat adalah sebagai berikut :

Hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa koban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Adapun jarimah qishash dan diyat hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan membunuh adalah mematikan, menghilangkan nyawa. Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, secara istilah pembunuhan didefinisikan oleh sebagai berikut: Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.

Dari definisi tersebut dapat diambil inti sari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan tentu dilarang oleh syara’.

Bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan dibedakan, menjadi 3 macam yaitu:

Qatl al-‘Amdi atau pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang tersebut. Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang haram. Ada 3 unsur pembunuhan sengaja:

Korban adalah orang yang hidup, artinya korban itu adalah manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Selain itu, korban mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara, artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi.

Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban artinya perbuatan yang dilakukan si pelakulah yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan juga kaitan diantaranya terputus, maka pelaku dapat dianggap tidak dengan sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud dengan alat adalah alat atau benda yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.

Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama niat memegang peranan yang sangat penting dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak terlihat maka dapat diperkirakan niat dari pelaku melalui alat yang digunakan.

Alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, diantaranya yaitu: Alat yang pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, pisau, dll. dan alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat, tetapi dalam hal ini niat awal udah untuk membunuh, maka alat tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya.56 Ataupun alat yang jarang mengakibatkan kematian seperti halnya cara membunuhnya sengaja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun.

Al Qur’an menjelaskan larangan hukum membunuh sengaja dalam firman al-Qur’an surah Al-Isyra ayat 33: Artinya:“Dan janganlaah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalimi makaa sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Kemudian Al-Quran An-Nisa:93 Artinya: “Dan Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Qatl Syibh al-‘Amdi atau pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Adapun dalil yang jelaskah Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (aniaya) dan zalim, Allah berfirman surat al-Baqarah: 190 Artinya: “perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ada 3 (tiga) unsur dalam tindak pembunuhan ini, yaitu :

Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kematian  korban.

Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, artinya pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksud walaupun dia menyakiti korban.

Ada hubungan sebab akibat anatar perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

Qatl al-Khatha’ atau pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur atau tidak ada niat kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan tidak menggunakan alat yang tidak mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Seperti halnya seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu orang tersebut meninggal dunia, hal ini disebabkan karena ketidaksengajaan seorang.

Pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah:

Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian

Terjadinya perbuatan karena kesalahan. Ukuran kesalahan di dalam hukum pidana Islam adalah kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa.

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Harus dapat dicari hubungan yang dapat menerangkan bahwa kematian korban akibat dari kesalahan pelaku.

Al Qur’an menjelaskan terkait hukum membunuh tidak sengaja dalam firman al-Qur’an surah an-Nisa 92 : Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Berdasarkan dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Terkait Sanksi hukum bagi pembunuh dan pencederaan Islam telah mengaturnya yaitu sebagai berikut:

Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan  salah satu dari tiga pilihan, yaitu: Apabila seseorang melakukan pembunuhan maka diwajibkan kepadanya hukuman qishas, namun apabila wali si terbunuh atau korban memberikan ampunan, hendaklah membayar diyat pada keluarga korban. Dan dikenakan diyat berat yaitu seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia3-4 tahu, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yangsedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh. Dan alangkah utamanya apabila wali korban memaafkannya.

Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu Diyat ringan, yang dibebankan atas keluarga pembunuh untuk  membayarnya dan boleh membayar secara berangsur-angsur sampai tiga tahun. Diyatnya berupa 100 ekor unta, dengan perincian: 20 ekor unta betina usia 1-2 tahun, 20 ekor unta betina usia 2-3 tahun, 20 ekor unta jantan usia 2-3 tahun, 20 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 20 ekor unta betina usia 4-5 tahun. Dan tiap akhir tahun harus dibayar sepertiganya. Kifarat, yaitu memerdekakan budak muslim tanpa cacat , bilamana pelaku tidak dapat memenuhinya maka diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan semi disengaja atau serupa dengan kesengajaan mengharuskan pembunuhnya untuk membayar diyat berat, yaitu: seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahu, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh.



Kemudian Islam juga mengatur terkait pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Pada dasarnya dalam Islam anak merupakan hasil kerja terbaik dari orang tua sehingga setiap anak mempunyai keistimewaan tersendiri. Allah bahkan menegaskan bahwa keberadaan anak adalah anugerah tersendiri bagi orang tua sehingga para orang tua tidak boleh berusaha menghilangkan nyawa anaknya karena takut miskin hanya karena adanya anak. Allah sangat menjamin keberadaan setiap anak-anak yang lahir di dunia ini sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak dapat melindungi anaknya dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya: Artinya: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S Al An’am:151).

Menurut Masjfuk Zuhdi, pendapat yang benar adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum di beri nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk mahluk baru yang bernyawa bernama manusia yang dihormati dan dilindungi ekstensinya. Lebih jahat dan makin, besar dosanya, apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, dan makin besar dosanya, apabila pengguguranya dilakukan setelah janin bernyawa, dan lebih besar lagi dosanya jika sampai dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir tersebut.

Pada dasarnya terdapat beberapa pendapat ulama terkait hukum membunuh anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yaitu: Jumur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh, karena hadis sebagai berikut: Orang tua tidak diqishas dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR. Ibnu Majah No.2661 dan dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil No.2214).

Hal ini sesuai diperkuat dengan hadis rasulullah S.A.W tentang gugurnya hukuman qishas bagi orang tua yang membunuh anaknya, yaitu : Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya. ”(HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Al- Jarud dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini mudhtharib).

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi memiliki penjelasan dari Al-Munawi mengenai mengapa orang tua tidak dihukum (qishas) karena membunuh anaknya, alasannya karena orang tua adalah sebab dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua. Untuk itu Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Ja’fari, dan Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi.

Kemudian menurut Abu Hanifah, Imam Syafi‟i dan al-Tsauri bahwa ayah yang membunuh anaknya, atau kakek yang membunuh cucunya meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan, maka tidak dikenakan qishas baginya.

Walaupun hukuman Qishas gugur hukuman diganti dengan hukuman diyat, Ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (mughollazhah), yang dibebankan pada hartanya. Diyatnya adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadza‟ah, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (bazil), semuanya unta khalifah. Pembayaran diyat tidak dapat diterima jika umur unta dibawah dua tahun dan tidak pula dapat diterima jika umur unta di atas unta khalifah, kecuali para ahli korban menerima pembayaran diyat yang seperti itu. Sedangkan si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan diyat korban, dan tidak pula dari harta bendanya yang lain walaupun hanya sedikit, baik dia melakukan pembunuhan terhadapnya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja.
 Sedangkan Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh. Menurutnya orang tua tetap diqisash karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindakpidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja, yaitu tindakan yang pada awalnya dilakukan untuk mendidik anaknya tapi malah menyebabkan kematian.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa dalam hal hukum membuang bayi diartikan sebagai berikut:

Pembuangan bayi di tempakan selamat dengan maksud tidak membunuh. 

Pelaku tersebut membuang bayi ditempat selamat dengan maksud tidak membunuh dengan kata lain bahwa pelaku tidak ada niat untuk membunuh dengan menempatkan atau membuang bayi didaerah yang aman seperti diletakkan di depan rumah, halaman masjid atau tempattempat yang sering dijamah atau tempat aktifitas manusia. 

Pelaku tersebut dikenakan hukuman ta’zir. Karena Islam tidak menjelaskan secara pasti tentang hukum bagi orang tua yang membuang atau menelantarka anak ataupun bayinya secara jelas dalam hukum syara’. Namun karena tidak ada hukumnya bukan berati orang tua pelaku pembuangan bayi dapat bebas dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatanya. 

Para pelaku orang tua yang melakukan perbuatan membuang bayi dapat dikenakan hukuman ta’zir, karena ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada pemerintah (uli amri) untuk menetapkanya.

Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, dengan demikian, inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan diharamkan (dilarang).

Pada dasarnya orang tua diwajibkan untuk memelihara anak dengan mendidik, manafkahi serta berlaku adil terhadap anak. Berdasarkan firman Allah Ta’ala: Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akanmenguburkannya ke dalam tanah(hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (QS. An Nahl: 58-59).

Hadist Nabi berdasarkan sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam: Artinya:“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.”

Sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam: Artinya:“Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia siasiakan, hingga seseorang ditanya tentang keluarganya.

Dalam hal ini jelas bahwa anak merupakan tanggungjawab orang tua untuk memelihara serta mendidik anaknya, sehingga jika orang tua tega membuang bayinya sendiri, hal ini termasuk kedalam suatu perbuatan yang maksiat yaitu dengan meninggalakan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Swt yaitu memelihara anak dengan memberikan nafkah, pendidikan serta berlaku adil terhadap anak.

Dalam hal ini hukuman yang diberikan bagi orang tua yang tega membuang bayinya maka dapat dikenakan hukuman Ta’zir bila mana bayi ketika dibuang dan ditemukan dalam posisi hidup berbeda lagi jika bayi dibuang dalam posisi hidup namun meninggal ketika ditemukan (membuang bayi yang membawa kematian) atau bayi dibuang karena sudah dalam posisi mati.

Membuang bayi dengan posisi ingin membunuh

Secara umum, pembunuhan anak didalam hukum pidana islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Pembunuhan anak sengaja

Pembunuhan anak tidak sengaja

Hal ini juga sama dengan kasus pembuangan bayi yang dimana, pembuangan bayi yang mengakibatkan bayi meninggal baik sengaja maupun tidak. Karena begitu banyak sekali macam-macam kasus pembuangan bayi. Pada dasarnya kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian, dikatagorikan sebagai pembunuhan anak terlebih pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Terkait pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam islam tidak dijelaskan secara jelas, sehingga terdapat perbedaan berbeda pendapat para ulama terkait penjatuhan hukuman bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya yaitu :

Jumur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh, karena hadis sebagai berikut: Orang tua tidak diqishas dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR. Ibnu Majah No.2661 dan dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil No.2214).
 Hal ini sesuai diperkuat dengan hadis rasulullah S.A.W tentang gugurnya hukuman qishas bagi orang tua yang membunuh anaknya, yaitu: Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya. ”(HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Al- Jarud dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini mudhtharib).
 Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi memiliki penjelasan dari Al-Munawi mengenai mengapa orang tua tidak dihukum (qishas) karena membunuh anaknya, alasannya karena orang tua adalah sebab dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua. Untuk itu Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Ja’fari, dan Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi.

Kemudian menurut Abu Hanifah, Imam Syafi‟i dan al-Tsauri bahwa ayah yang membunuh anaknya, atau kakek yang membunuh cucunya meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan, maka tidak dikenakan qishas baginya.
 Walaupun hukuman Qishas gugur hukuman diganti dengan hukuman diyat, Ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (mughollazhah), yang dibebankan pada hartanya. 

Diyatnya adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadza‟ah, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (bazil), semuanya unta khalifah. Pembayaran diyat tidak dapat diterima jika umur unta dibawah dua tahun dan tidak pula dapat diterima jika umur unta di atas unta khalifah, kecuali para ahli korban menerima pembayaran diyat yang seperti itu. Sedangkan si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan diyat korban, dan tidak pula dari harta bendanya yang lain walaupun hanya sedikit, baik dia melakukan pembunuhan terhadapnya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja.

Sedangkan Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh. Menurutnya orang tua tetap diqisash karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindakpidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja, yaitu tindakan yang pada awalnya dilakukan untuk mendidik anaknya tapi malah menyebabkan kematian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum Islam terkait tindak pidana pembuangan bayi dikategorikan sebagai jarimah (kejahatan) yang dapat berupa penelantaran atau pembunuhan, dengan konsekuensi hukuman ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada penguasa) atau, dalam kasus pembunuhan, dapat dikenakan qisas (hukuman setimpal) tergantung pada perbedaan pendapat ulama. 

Faktor penyebab terjdinya tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir adalah  malu karena hubungan di luar nikah, tekanan psikologis dan beban mental, serta faktor ekonomi dan lingkungan sosial. Kehamilan di luar nikah sering kali menyebabkan pelaku merasa malu yang sangat besar, terutama jika tidak ada dukungan dari keluarga atau masyarakat. Selain itu, beban emosional, masalah ekonomi, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung juga berperan besar dalam kasus ini

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir menurut Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai kejahatan pembunuhan (jarimah pembunuhan) jika menyebabkan kematian, atau sebagai tindakan yang tidak membahayakan jika bayi dibuang di tempat yang aman. Terhadap pelaku, hukumannya bervariasi tergantung niat pelaku dan mazhabnya. Jika niatnya membunuh, ada perbedaan pendapat mengenai hukuman qishas atau diyat. Jika tidak berniat membunuh, pelakunya dapat dikenai hukuman ta'zir.

Saran

Kejahatan Tindak Pidana pembuangan bayi harus dicegah secepat mungkin dikarenakan berpengaruh besar terhadap masa depan generasi selanjutnya, pencegahan ini tidak hanya disarankan untuk pemerintah saja, yang paling utama adalah terhadap masyarakat sendiri, dimana masyarakat masih banyak yang tidak peduli dengan hukum.

Mengingat kasus pembuangan bayi terus bermunculan maka diperlukan pembaruan terhadap pengaturan terkait pembuangan bayi mulai dari batas maksimal hukuman sehingga dalam hal yang menurunkan ancaman batas maksimal pidana pun terbatas pada hal-hal yang krusial terutama bagi pelaku yang merupakan orang dewasa. Selanjutnya, perlu adanya penyuluhan pada pelajar, orang tua dan masyarakat luas dari pihak berwenang terkait pembuangan bayi sebagai tindakan pencegahan. Penyuluhan ini dapat memuat hal-hal yang menjadi faktor penyebab termasuk salah satunya pemhabasan seks bebas hingga pengaturan terkait pelaku pembuangan bayi serta ancaman pidananya. Dengan adanya pembaruan dan penyuluhan diharapkan dapat menekan angka pembuangan bayi kedepannya.

Diharapkan dalam penegakan terutama terhadap pelaku yang terbukti melakukan pembuangan bayi dengan mempertimbangkan pelanggaran terhadap hak-hak korban dan perlakuan yang tidak seharusnya yang dapat mengancam nyawa bayi dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa, selain itu untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Sehingga penegakan hukum bagi pelaku pembuangan bayi dapat dijadikan salah satu upaya perlindungan anak.
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